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DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LEBONG

Bahwa dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian
penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Lebong yang
transparan dan akuntabel serta efektif dan efisien, maka perlu disusun
Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat, pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Lebong tentang Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat Dalam
Peyelenggaraan Pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Lebong.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi

. Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor

19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

‘3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5038),

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
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Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 ,Nomor 67),
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724,

Undang-UndangNomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.
(Lembaran Negara Republikindonesia Tahun 1999, Nomor 154),
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881;

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelengaraan

Telekomunikasi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000,
Nomor 107);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1997 dan
Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2854),

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4858);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelcnggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Republik Indonesia Lembaran Negara Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
48,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 tahun 2013 tentang
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011, Tentang
Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
pedoman Penyelengaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu
di Daerah;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012
tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138

Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Terpadu Satu Pintu
Daerah;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penanganan
Pengaduan Masyarakat Di badan Koordinasi Penanaman Modal;

Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016);

Peraturan Bupati Lebong : 60 tahun 2017 tentang pendelegasian
wewenang;

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Keputusan
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lebong;

- Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor

Kep/118/M.PAN/8/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan
Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata
Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem
dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan
Pendapatan lain-lain;

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/1191/V/BANGDA
tanggal 8 juni 2009 tentang Penyempurnaan Panduan Nasional tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG STANDAR
PELAYANAN PENGADUAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
LEBONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini jang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
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B;Jpati adalah Bupati Kabupaten Lebong,
Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong.

Organisasi Pcrangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Satuan Kerja Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.

Standar Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang
dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas
pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka
pelayanan yang berkualitas,cepat,mudah, terjangkau dan terukur.

Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan
Jjanji yang terdapat dalam standar pelayanan.

Pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk partispasi pengawas masyarakat yang
efektif alam rangka ikut serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas
kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Pelayanan Dinas adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas sebagai upaya
pemenuhan kebutuhan penerimaan pelayanan.

Prosedur pelayanan adalah kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat
dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.

Persyaratan pelayanan adalah persyaratan teknis dan persyaratan administratif yang diperlukan
untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.

Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha yang dikeluarkan
olech pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang undangan.

Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi
mengenai kegiatan usaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
VISI DAN MISI

Pasal 2

Visi Mewujudkan pelayanan prima perizinan dan non perizinan serta pelayanan investasi
penanaman modal .

Misi Menciptakan keluhan menjadi kepuasan masyarakat (pengaduan)

BAB ITI
, ‘ MAKSUD DAN TUJUAN
STANDAR PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 3

Maksud penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengaduan Masyarakat
dilingkungan pemerintah Kabupaten Lebong adalah untuk menyediakan informasi dan panduan
yang jelas baik bagi pelaksanaan pelayanan maupun pengguna layaaan mengenai pelayanan
pengaduan masyarakat dilingkungan pemerintah kabupaten Lebong, yang dapat dipertanggung
jawabkan masyarakat baik terhadap sasaran yang hendak dicapai maupun kemanfaatan
(outcome) pelayanan.

Tujuan ditetapkannya Standar Pelayanan Pengaduan adalah untuk mendorong kelancaran
proses penanganan pengaduan masyarakat sesuai proporsinya dalam rangka terwujudnya
penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik (Good Govermance) dan bebas Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Pasal 4

Komponen Standar Pelayanan sekurang-kurangnya meliputi :
a. Dasar Hukum;
b. Persyaratan;
c. Sistem, Mekanisme dan Prosedur ;



dJ angka waktu penyelesaian;
e. Biaya/Tarif:

Pasal 5

Standar pelayanan péngaduan yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu wajib diumumkan dalam Maklumat Pelayanan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 6

Standar pelayanan pengaduan masyarakat dilingkungan pemerintah Kabupaten Lebong adalah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong dan/atau Bidang
Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.

. BAB 1V
STANDAR KOMPETENSI PELAYANAN
PENGADUAN

Pasal 7

Standar kompeternisi adalah sebagai berikut :

a. Mampu menerapkan prinsip penanganan pengaduan masyarakat (obyektivitas, koordinasi,
efektivitas, efisiensi, akuntabelitas, kerahasian dan transparan).

Mampu menganalisis berkas pengaduan masyarakat.

Mampu mengoperasikan berkas pengaduan masyarakat.

Mampu mengopersikan komputer program microsoft office.

Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik.

Menguasai manajemen arsip.

Menguasai manajemen perkantoran.
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BABYV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum .diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut
oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong.

Pasal 9

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong

ini mulai Berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

- Ditetapkan di Sukau Mergo
Pada tanggal, Januari 2022




Lampiran : Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong
Nomor  : Tahun 2022

Tanggal : Januari 2022

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Layanan Terpadu Satu Pintu Daerah

4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/118/M.PAN/8/2004
tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah

5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2005 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Badan Koordinasi
Penanaman Modal

. Latar Belakang

Pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi pengawas masyarakat yang
efektif dalam rangka ikut serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan
bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme. Pengaduan mayarakat yang inengandung kebenaran dapat
dipergunakan sebagaibahan masukan untuk peningkatan kapasitas peraturan negara dalam
melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan terutama dalam memberikan pelayan kepada
masyarakat. Dengan adanya standar pelayanan diharapkan penanganan pengaduan masyarakat
yang disampaikan kepada Bupati Lebong dan/atau Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayana Terpadu Satu Pintu pada pemerintah Kabupaten Lebong dapat dilaksanakan dengan
efektif, efisien, tepat waktu tepat sasaran, akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan pengaduan
dan yang diadukan..

. Maksud dan Tujuan

Maksud Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengaduan masyarakat di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong adalah untuk menyediakan informasi dan panduan
yang jelas baik bagi pelaksanaan pelayanan maupun pengguna layanan mengenai pelayanan
pengaduan masyarakat di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebong, yang dapat dipertanggung
jawabkan kepada masyarakat baik terhadap sasaran yang hendak dicapai maupun kemanfaatan
(outcome) pelayanan.

Tujuan adalah untuk mendorong kelancaran proses penanangan pengaduan masyarakat sesuai
proporsinya dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik (Good
Governance) dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

D. Ruang Lingkup

1. Pelayanan Penanangan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lebong adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Lebong dan /atau Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.

2. Pelaksanaan pelayanan adalah seluruh pejabat struktural dan fungsional serta pegawai di
Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan di Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong yang secara teknis dan administratif
memiliki tugas dan tanggung jawab langsung menangani pengaduan masyarakat.

3. Penanggung jawab pelayanan adalah Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu-Kabupaten Lebong dan/atau Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan
Layanan. -
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Sasaran yang hendak dicapai adalah tertanganinya pengaduan masyarakat secara tepat,
cepat, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta rasa keadilan bagi
pengadu dan yang diadukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Pengguna layanan adalah Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong.

. Keluaran (output) pelayanan adalah naskah dinas yang disampaikan kepada instansi terkait

baik pemerintah dan swasta untuk menampung dan menyelasaikan sesuai dengan ketentuan

peraturan pefundang-undangan atas permasalahan yang disampaikan pengadu kepada

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong.

. Kemanfaatan (outcame) pelayanan adalah terwujudnya pelayanan pengaduan masyarakat

secara tepat, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.

. Definisi Peristilahan

a. Pengaduan ‘masyarakat adalah keluhan, pengaduan, sumbang pikirann, gagasan, atau
saran yang. bersifat membangun baik mengenai instansi pemerintah atau swasta yang
disampaikan oleh masyarakat kepada Bupati Lebong dan/atau Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu satu PintuKabupaten Lebong secara tertulis, datang
langsung, melalui email, facebook dan kotak pengaduanyang merupakan bentuk
penerapan pelaksanaan pengawasan masyarakat.

b. Penanganan pengaduan masyarakat adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan,
pencatatan, penelaahan, konfirmasi, klarifikasi, penyaluran tindak lanjut, pengarsipan,
pemantauan, dan pelaporan.

¢. Pengadu 'adalah individu atau kelompok yang menyampaikan pengaduan kepada Bupati
Lebong dan/atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu
Kabupaten Lebong secara tertulis, datang langsung, melalui email, facebook dan kotak
pengaduan.

d. Yang diadukan adalah instansi terkait (pemerintah atau swasta) dan perorangan atau
publik.

Standar Kompetensi

a. Mampu mcnerapkan prinsip penanganan pengaduan masyarakat (obyektivitas,

koordinasi, .efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, kerahasian dan transparan)

Mampu menganallsls berkas pengaduan masyarakat.

Mampu mengoperasikan berkas pengaduan mayarakat.

Mampu mengoperasikan komputer program Microsoft Office.

Mampu berkomukasi secara lisan dan tertulis dengan baik.

Menguasai manajemen arsip.

Menguasai manajemen perkantoran.
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WAKTU PENANGANAN PENGADUAN

‘Menerima dan mencatat pengaduan masyarakat
' ( 10 menit/berkas )

' Menginput data dan memberikan tanda terima
( 10 menit/berkas )

Verifikasi Kasi Pengaduan dan Informasi Layanan Perizinan
: ‘ dan Non Perizinan ( 5 menit/berkas )

Verifikasi Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan
Layanan ( 5 menit/berkas)

Pemberian arahan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP

Pemeriksaan dan Koordinasi Lapangan ( 1 hari )

Koordinasi dengan Instansi/pihak terkait ( 1 hari )

Anali'_éis permasalahan dan penyusunan laporan oleh Kasi
Pengaduan dan Informasi Layanan Perizinan dan Non Perizinan
( 80 menit/berkas )

Pemeriksaan dan persetujuan/penandatanganan hasil analisis
oleh Kabid Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan ( 40
menit )

Pemeriksaan an persetujuan/penandatanganan hasil analisis
oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
: Pintu ( 40 menit )

Pengiriman dokumen ( 1 hari )

Pengarsipan dokumen ( 10 menit )

Pemantauan dan koordinasi tindak lanjut penanganan
pengaduan masyarakat dilapangan ( 3 hari )

Secara Langsung :

1. Pemutakhiran data
2. Rapat-rapat
koordinasi teknis.
3. Kunjungan kerja ke
lapangan/ins_tansij
yang menangani -
atau perorangan . *
4. Rapat konsultasi -
dengan pengaduan
dan yang diadukan

1. Lapangan kepada Secara tidak
Bupati Kabupaten Langsung :
Lebong dan/atau _
Kepala Dinas 1. Melaluli
Penanaman Modal Kommka
Dan Pelayanan Tepadu S1 1
Satu Pintu elektronik

2. Pemuktakhiran Data 2. Melalui
Penanganan surat
Pengaduan




Jenis/Mekanisme Pelayaﬁan Pengaduan

1.
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Secara lisan.

a. Melalui telepon
b. Datang langsung
Secara tertulis melalui.

a. Surat
b. Faximile
¢. Email

d. Kotak saran/ pengaduan.

Pemeriksaan berkas/penerimaan dan pencatatan pengaduan.

Pemeriksaan dan koordinasi lapangan.

Analisa hasil pemeriksaan lapangan.

Koordinasi instansi teknis terkait

Pemantauan dan koordinasi tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat dilapangan
Perumusan hasil Pemantauan dan koordinasi tindak lanjut penanganan pengaduan
masyarakat dilapangan

Pemberitahuan_ kepada pemohon hasil tindaklanjut penanganan pengaduan.

E. Persyaratan

1.
2,

3.

Pengaduan dari masyarakat secara lisan akan diterima dan dicatat oleh petugas.

Pengaduan dari masyarakat secara tertulis ditujukan kepada Bupati Kabupaten Lebong Up.
Kepala Dinas Pénanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pengaduan datémg langsung pemohon mengisi formulir pengaduan dan menerima tanda
bukti pengaduan.

F. Saran dan Prasarana Pelayanan

Alat tulis kant_br, komputer/notebook, printer, scanner, website, surat perintah perjalanan
dinas, kendaraan roda dua, kendaraan roda empat, dan gedung.

G. Biaya Pelayanan

Tidak dikenakan biaya

H. Tempat Pelayanan

Pelayanan  penanganan pengaduan masyarakat di Qingkungan Pemerintah Kabupaten
Lebong Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

K. Waktu Penyelesaian

16 ( enam belas ) hari




No

Nama

Alamat

Nomor Telepon
Pekerjaan

Nomor KTP

Hal Yang Diadukan - :

. FORMULIR PENGADUAN MASYARAKAT
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..................................................................................................................................

Pengaduan,



TANDA BUKTI PENGADUAN

No

L AR SRS R T R Tl A e B CL et O ey

Alamat

Nomor Telepon
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Nomor KTP
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Kabupaten Lebong,

Petugas,

P




PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Jalan Raya Muara Aman — Curup , Sukau Mergo
Email : dpmptspkablebong@gmail.com

BLANGKO PENGADUAN

DATA PELAPOR

| NAMA

ALAMAT

| PERIHAL
| PENGADUAN

KRITIK/SARAN

PELAPOR




